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PUTUSAN
Nomor 290/Pdt.G/2011/PA.Clg.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara

cerai talak yang diajukan oleh

PEMOHON  umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,
tempat tinggal di Link. Serdag RT.04 RW. 08
Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta, Kota

Cilegon, sebagai Pemohon";
Mel awan
TERMOHON umur 41 tahun, agama lIslam, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat tinggal di Kp. Tidar Warung RT.02

RW. 05 Kelurahan Magelang Selatan, Kecamatan
Magelang  Selatan, Kota  Magelang, sebagai "
Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara

dan para saksi di persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya
tertanggal 27 Juni 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 290/Pdt.G/2011/PA.Clg., telah
mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap
Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut
1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2009, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang (Kutipan Akta
Nikah Nomor : 268/40/VI1/2009 tanggal 19 Juli 2009);

2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun
dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2011
ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya

perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus
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menerus yang disebabkan antara lain:
a. Termohon susah diatur atau melawan terhadap Pemohon;
b. Termohon banyak nuntut terhadap Pemohon;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan
antara Pemohon dan Termohon berpisah rumabh;

5. Bahwa selama perpisahan tersebut Pemohon tidak memberikan
nafkah lahir dan batin. Karena kondisi rumah tangga Pemohon
dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya
perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas
dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan Penetapan
Ikrar Talak kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon
dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon
melangsungkan pernikahan, sehingga Pemohon memohon kepada
Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama
Cilegon agar menyampaikan salinan penetapan dimaksud kepada
PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta
tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar

Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan

putusan yang amarnya berbunyi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak
terhadap Termohon;

3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan
Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan
Tempat tinggal Pemohon  dan Termohon serta tempat
dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon;
Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, Majelis  Hakim

mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk
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menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan
menunjuk  Efi Nurhafisah, SH sebagai Mediator yang disepakati
para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian
perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil,
begitu juga upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim
tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap
litigasi yang diawali pembacaan surat permohonan dan isinya
tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah
mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan
sebagian serta membantah sebagian yang lainnya dalil- dalil
permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai
dengan Pemohon, namun menuntut hak- hak Termohon sebagai isteri
yang akan diceraikan berupa; Nafkah terutang karena selama
membina rumah tangga Termohon tidak pernah menerima gaji
Pemohon, konpensasi atas kontrakan Pemohon, nafkah iddah
selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah),
mut’'ah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah);

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut,
Pemohon  Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan
tanggapan (replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap
sebagaimana permohonan semula dan mengenai tuntutan Penggugat
Rekonvensi/Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi menyatakan tidak akan memberikan nafkah terhutang
dan konpensasi atas kontrakan Pemohon, karena memang benar
selama membina rumah tangga Pemohon tidak memberikan gaji
penghasilan bekerja, namun Pemohon memberi nafkah kepada
Termohon sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu)
per bulan di luar biaya listrik, air dan anak-anak sekolah,
yang uangnya diperoleh dari penghasilan kontrakan Pemohon
bersama isteri Pemohon yang pertama yang telah meninggal
dunia; Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah selama masa
iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut’ah
berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa atas reflik dan jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/Termohon  Konvensi dalam

dupliknya secara lisan tetap sebagaimana jawaban dan tuntutan
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semula karena uang yang diterima Termohon dari kontrakan
Pemohon tidak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus
ribu rupiah) namun terkadang berkurang dari jumlah tersebut
serta menolak kesanggupan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
untuk memberikan nafkah dan mut’ah tersebut;

Bahwa atas duplik Penggugat Rekonvensi/Termohon
Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan
tetap sebagaimana jawaban rekonvensi namun  menambahkan

tuntutan nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp.
6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa untuk meneguhkan  dalil- dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa
Foto kopy Kutipan Akta Nikah Nomor 268 / 40 / VII [/ 2009
tanggal 19-07-2009 di keluarkan Oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Magelang Selatan, dan dicocokkan dengan aslinya
bermaterai cukup serta diberi kode P1;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon
juga mengajukan satu orang saksi yang telah memberikan
kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya
disimpulkan sebagai berikut:

1. SAKSI PEMOHON umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan

Karyawan Swasta, tempat tinggal di, Kota Cilegon;

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang
menikah 2 tahun yang lalu ;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon
rukun dan harmonis walaupun belum dikaruniai keturunan,
namun sejak bulan Januari 2011 rumah tangganya tidak
rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu persis, namun Pemohon
sering mengeluh tentang Termohon susah di atur atau
melawan terhadap Termohon dan Termohon banyak menuntut
harta Pemohon;

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah
tempat tinggal selama 1 bulan;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan
Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah
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tangga Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon

menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak
keberatan;
Bahwa  untuk meneguhkan dalil- dalil jawaban dan

bantahannya, Termohon telah tidak mengajukan alat bukti

tertulis dan hanya mengajukan satu orang saksi yang telah

memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada
pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut,
tempat tinggal di  Link. Tidar Warung RT.002 RW.005
Kelurahan Tidar, Kecamatan Magelang Selatan, Kota
Magelang;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang
menikah 2 tahun yang lalu ;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon
rukun dan harmonis walaupun belum dikaruniai keturunan,
namun sejak bulan Januari 2011 rumah tangganya tidak
rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa penyebabnya rumah tangganya tidak rukun sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi tidak tahu,
namun saksi hanya tahu dari kakak kandung Termohon yang
lain, yang menyatakan bahwa Termohon di usir Pemohon dan
akhirnya saksi menjemput Termohon dan membawa pulang ke
Jawa,;

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah
tempat tinggal selama 1 bulan;

- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak ada datang untuk
mengajak rukun dengan Termohon bahkan komunikasi dengan
saksi pun tidak ada dan saksi telah berusaha menasehati
Termohon untuk rukun kembali dengan Pemohon akan tetapi
tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah
tangga Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, atas keterangan saksi Termohon tersebut,

Termohon menyatakan cukup sedangkan Pemohon menyatakan tidak

keberatan;
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Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan
tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka
ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak
terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan  Pemohon
adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan,
Pemohon dan  Termohon telah datang menghadap  sendiri
dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara
sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan
terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator
dan Majelis Hakim telah memerintahkan penyelesaian perkara
melalui prosedur mediasi oleh Efi Nurhafisah, SH. selaku
Mediator yang ditunjuk namun tidak berhasil, begitu juga upaya
perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka beralasan
apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur
litigasi ;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil- dalil
para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini
pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Pemohon
diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, dalam permohonannya Pemohon mohon agar
diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan
alasan pada pokoknya ketenteraman rumah tangga Pemohon
dengan Termohon sejak bulan Januari tahun 2011 mulai tidak
harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon  dengan
Termohon yang terus menerus yang disebabkan antara Ilain

Termohon susah diatur atau melawan terhadap Pemohon dan
Termohon banyak nuntut terhadap Pemohon;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Termohon membenarkan
sebagian serta membantah sebagian yang lainnya dalil- dalil
permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai

dengan Pemohon,
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Menimbang bukti P.1, karena dibuat oleh pejabat yang
berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti authentik. Oleh
karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti
tertulis, yakni fotocopy kutipan akta nikah tersebut telah
dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara
substansial relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut
dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini.
Adapun kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah
memenuhi syarat formal kesaksian vyakni disampaikan dibawah
sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua
saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian
sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar
mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian
saksi- saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah
memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya benar
bahwa:

1. Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang
menikah secara agama Islam pada tanggal 19 Juli 2009,
Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Magelang Selatan sebagaimana dalam Kutipan Akta
Nikah Nomor : 268/40/V11/2009 tanggal 19 Juli 2009, dan
tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Pemohon dan
Termohon telah melakukan perceraian di muka sidang
Pengadilan Agama;

2. Dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon belum
dikaruniai keturunan;

3. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2011 rumah tangga
Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus;

4. Puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon mengakibatkan
keduanya berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;

5. Meskipun keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar
rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami
isteri  namun tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya
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permohonan Pemohon dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih

dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Firman Allah SWT dalam surah Al Bagarah ayat 227 yang berbunyi

pde  mow all 0L Ml lgese  olg

Artinya Dan jika mereka ber azam (bertetap hati
untuk) talak, maka  sesungguhnya  Allah Maha

Mendengar dan Maha Mengetahui;

2. Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi

o ai > GWall pllai o wdl sl 5 s,
toai Lgud giin ey ey gzl alnll
oo by90 —duzsyill ala ] piai guzs wlols
ols p S 0l celise Llysiw Yl OY 2o, sk
2o —olh Ling _xisall )l pazesll oo

_al =]l

Artinya : Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga
sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat
lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri
telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti
menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara
yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang
bertentangan dengan keadilan;

Menimbang menurut hukum, seorang suami yang hendak
bercerai dengan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada
alasan. Menurut penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor: 1
Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar
oleh suami untuk bercerai dari istrinya salah satunya adalah
apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

dalam rumah tangganya;
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Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan

batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan
pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain
perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah

tangga suami isteri telah berpisah tempat tinggal sehingga
salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka
secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan
pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut,
dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Pemohon dengan
Termohon sering  berselisih dan bertengkar secara terus
menerus, bahkan kemudian antara Pemohon dengan Termohon pisah
tempat tinggal selama 1 bulan dan selama pisah tersebut
Pemohon dan Termohon tidak dapat memenuhi kewajibannya masing-
masing, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh
keluarga namun tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa
telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk
bercerai dengan Termohon sebagaimana maksud penjelasan pasal
39 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo.
pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo
pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam diatas. Dengan
demikian, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2
permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon
untuk mennjatuhkan talak satu terhadap Termohon dihadapan
sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, Panitera diwajibkan untuk menyampaikan
salinan Penetapan lkrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah
yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon
serta dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk
dicatat dalam sebuah daftar perceraian, oleh  karenanya
Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk
menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai
Pencatat Nikah KUA Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon dan KUA

Kecamatan Magelang Selatan Kabupaten Magelang;

DALAM REKONVENSI
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan
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tersebut diatas;

Menimbang bahwa segala pertimbangan dalam Konvensi
dianggap pula sebagai termuat dalam pertimbangan Rekonvensi
sepanjang ada relevansinya;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi
menuntut hak- haknya sebagai isteri yang akan dicerai oleh
Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berupa Nafkah terutang
karena selama membina rumah tangga Termohon tidak pernah
menerima gaji Pemohon, konpensasi atas kontrakan Pemohon,
nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam
juta rupiah), mut’ah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua
puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut,
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan
tanggapan (replik) lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak
akan memberikan nafkah terhutang dan konpensasi atas kontrakan
Pemohon, karena memang benar selama membina rumah tangga
Pemohon tidak memberikan gaji penghasilan bekerja, namun
Pemohon memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 2.500.000,-
(dua juta lima ratus ribu) per bulan di luar biaya listrik,
air dan anak-anak sekolah, yang uangnya diperoleh dari
penghasilan kontrakan Pemohon bersama isteri Pemohon yang
pertama yang telah meninggal dunia dan Pemohon menyatakan

sanggup memberikan nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp.

6.000.000,- (enam juta rupiah), mut’'ah berupa uang sebesar
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Penggugat
Rekonvensi/ Termohon Konvensi menyatakan tetap pada
tuntutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kata sepakat
antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terhadap
tuntutan rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim  perlu
mempertimbangkan tuntutan tersebut secara berurutan dengan
mengetengahkan ketentuan Al-qur’an dan Figih Islam yang
diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai pertimbangan
hukum sebagai berikut

)

1. Al- Qur'an Surat Al- Bagarah ayat 241 berbunyi:
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Artinya: Kepada wanita- wanita yang diceraikan
(hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah
(pemberian) menurut ma'ruf;

2. Kitab Al Muhadzdzab juz Il halaman 176 berbunyi

ey _bizz, 1db Jeza)l aw —asilyel sl _L5J
ool o —aseilly GaSawdd _Lgd
Artinya : Apabila suami mencerai isteri sesudah dukhul

dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat

tempat tinggal dan nafkah semasa iddah ;

3. Kitab Al Fighu Ala Madzahibil Arba'ah juz IV halaman 576

disebutkan:
o -asllboll laz el gy —eoed l _asaid]
Li=>
Artinya; Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib

diberikan oleh bekas suami dari isteri vyang ditalak

raji'i  oleh suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149
Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak,
maka bekas suami wajib memberikan kepada bekas isterinya yang
ditalak berupa mut’ah yang layak, nafkah iddah, melunasi mahar
yang terhutang seluruhnya dan memberikan biaya hadlanah untuk
anak- anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi
tentang nafkah terhutang Penggugat Rekonvensi karena tidak
pernah menerima gaji Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim
menilai, oleh karena Tergugat Rekonvensi selama membina rumah
tangga dengan Penggugat Rekonvensi masih memberikan nafkah
yang layak kepada Penggugat Rekonvensi untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya dan hal tersebut telah diakui oleh
Penggugat Rekonvensi, maka hal tersebut tidaklah menjadi
nafkah terhutang, karena nafkah yang diberikan oleh suami
terhadap isteri tidak perlu dipilah- dipilah apakah dari gaji
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atau penghasilan lainnya dan nafkah bukanlah sesuatu hal yang
harus dimiliki namun sesuatu hal yang diperuntukkan guna
kebutuhan hidup saat itu, oleh karenanya tuntutan nafkah
terhutang Penggugat Rekonvensi harus dikesampingkan;
Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi
tentang konpensasi atas kontrakan Tergugat Rekonpensi, Majelis
Hakim berpendapat oleh karena kontrakan Tergugat Rekonpensi
adalah harta yang diperoleh bersama selama berumah tangga
dengan isterinya yang pertama yang telah meninggal dunia dan
bukan diperoleh selama berumah tangga dengan Penggugat
Rekonvensi, oleh karenanya maka tuntutan Penggugat Rekonvensi

harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak berdasar

hukum;

Menimbang, bahwa  mengenai tuntutan nafkah iddah
Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta
rupiah) telah disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi, maka

Majelis berpendapat tuntut nafkah iddah Penggugat Rekonvensi
dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut’ah Penggugat
Rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),
hanya disanggupi oleh  Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah), maka Majelis berpendapat
tuntutan mut’ah Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sesuai
dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dengan memperhatikan
mahar yang telah diberikan Tergugat Rekonvensi kepada
Penggugat Rekonvensi ketika menikah;

Berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas,
maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi
dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak sebagian lainnya
serta menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi yang harus
dibayar kepada Penggugat Rekonvensi adalah nafkah iddah selama
masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), mut'ah

berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena
perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum
perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Konvensi sesuai ketentuan pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun
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1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
Menimbang pula bahwa oleh karena biaya tersebut telah dibayar
oleh Pemohon Konvensi sebagaimana ternyata dari SKUM maka
permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana petitum angka 4 patut
dikabulkan dengan membebankan Pemohon Konvensi untuk membayar
biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam
dictum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku

dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADI LI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON untuk
menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi
(TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk
menyampaikan Salinan Penetapan lkrar Talak kepada PPN KUA
Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon dan KUA Kecamatan

Magelang Selatan Kabupaten Magelang;

DALAM REKONVENSI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar  kepada
Penggugat Rekonvensi berupa:
2.1. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar
Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah) ;

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
Menghukum  Pemohon  Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus

enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini Kamis
tanggal 18 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18
Ramadhan 1432 Hijriyah , oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama
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terdiri dari
Hj. Atin

Hakim Anggota,

Cilegon yang

Hakim Ketua, Dariah,

S.Ag sebagai

juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang

umum dengan didampingi

Drs.
S.Ag,

yang mana putusan

oleh Hakim-Hakim Anggota

Ase Saepudin. H.
MH dan
pada har

terbuka

tersebut
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sebagai

Endin Tajudin,

i itu
untuk

dan

dibantu A. Hanafi, BA sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri
oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon
Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
Hakim Ketua
Ttd,
Drs. Ase Saepudin. H
Hakim Anggota, Hakim
Anggota,
Ttd, ttd,
Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH Endin
Tajudin, S.Ag
Panitera Sidang,
Ttd,
Hanafi, BA
Perincian Biaya Perkara
1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Administrasi Rp. 50.000, -
3. Panggilan Rp. 125.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Materai Rp. 6.000,-
_____________ +
Jumlah Rp. 216.000,-
(dua ratus enam
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belas ribu rupiah)
DISALIN SESUAI ASLINYA,

PANI TERA,

Ttd,
DRS. H. ABDULLAH SAHIM
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